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Pelaksanaan administrasi keuangan sebagai sebuah kajian ilmu Hukum 
Administrasi Negara pada suatu daerah dimulai dari rerbitnya anggaran pada daerah 
yang bersangkutan. Atau dengan perkataan lain bahwa suatu daerah di dalam kegiatan 
pelaksanaan pembangunan dan pemenntahan bemtik tolak dari anggaran yang telah 
ditetapkan sebdumnya pada awal tahun dan dipergunakan selama masa periode 
anggaran tersebut berlaktL 

Diundangkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi 
Oaerah, maka dikatakan di dalarn Pasal 78 ayat ( l ) bahwa ·· penyelenggaraan tugas 
pemerintah daerah dan DPRD dibiayai dari dan alas beban anggaran pendapatan dan 
belanja daerah '". Dari ketentuan bunyi pasal tersebut ditambah dengan berlakw1ya 
otonomi daerah mulai tahun 200 I maka kepada daerah diberikan kewenangan yang 
besar di dalam mengelola sumber-sumber pendapatan daerahnya yang kemudian 
chkembalikan lagi menjadi sumber dana bagi pelaksanaan pembangunan dan juga 
pemeri nrahan. 

Untuk hal yang demikian maka pelaksanaan verifikasi yang salah satu bidang 
tugasnya adalah pelaksanaan pengawasan terhadap administrasi keuangan daerah 
menjadi pealing adanya. terutama dalam hal menerapkan disiplin anggaran yang 
dalam kajian ini daerah tersebut dibatasi pada Propinsi Sumatera Utara. 

Dalam penelitian iru diajukan rumusan masalah sebagai berikut : "' bagaimana 

sebenarnya peranan verifikasi dalam ha! rnenerapkan disiplin anggaran pada 
Pemenntah Propinsi Sumatera Utara ". 

Dart basil penehtian maka didapatkan · 

I. Aspek hukum dalam proses pelaksanaan pengawasan administrasi keuangan 
daerah suaru proses pengamatan kegiatan pelaksanaan administrasi keuangan di 
dalam suatu instans1 pernerintah untuk menjamm agar supaya semua pekerjaan 
yang sedang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ditentukan sebelumnya. 
Sedangkan aspek hukumnya meletakkan pclaksanaan pengawasan 3dmimstrasi 
keuangan tersebut dijalankan sebagaimana ketentuan yang berlaku dan apabila 
dalam pelaksanaan pengawasan ini menemukan keganjilan ditmdak lanjuti 
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sebagaimana pula ditentukan perundang-undangan. 
2. Fungsi Bagian Verifikasi Biro Keuangan Setdapropsu dalam hal pelaksanaan 

pengawasan adalah fungs1 yang diben1:an oleh undang-undang untuk mengadakan 
dan melakukan suatu pcngawasan terhadap segala hal mengenai pekerjaan 
pemerintah daerah di wilayah tugasnya baik urusan rumah tangga daerah maupun 
mengenai urusan tugas pembantuan. 

3. Hambatan-hambatan yang ditemui di dalam pelaksanaan pengawasan admimstrasi 
keuangan daerah ditemm dan ob1ek yang diawasi itu sendiri, terulama adanya 
anggapan bahwa iugas Bagian Verifikasi Biro Keuangan Setdapropsu tersebut 
melebihi kewenangannya sehingga kurang mendapatkan kerjasama dari instansi 
yang diawas1. 

UNIVERSITAS MEDAN AREA




